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ABSTRACT

The deveiopment of GPS (Global Positioning System) technology which is mearuring postiion
by satellite, has taken a great metodology aipect of position om sutface of earth.The develgpment of
GPS (Global Positioning System) technology which is measuring position by satellits, has taken a great
metodolagy aspect of position on surface of earth. The standard GPS measurement takes an absolute
pasitioning. To develop the accurate and precision, it is used the differential method. Differentigl GPS
measuremment can be much more accurate than stawdard GPY measurement, wherever the method uses
ome receiver as base station/ reference and the other recesver as field station in @ same tme. That cowld
reduce and eliminate drifts and errors,

The aim af research is use the differenial method of GPS ssrvey to map theocean bosndary of
Central Java Province. Physical Data which needed are base line and base point. Base line were taken from
abservation of longiirme Landrat TM image band 7 bared o opinton that shore fne are clear seemys and easy
to interpreted at 10.00 am according to Landsat satellite recording time and the lowest tide time as base line
Locations of lowest tide were selected at conspecans place, such 4 cape, dry shore, efc., and mearwred base on
the BPN (Badan Pertahanan Naronal) bare/ reference point (Orde 2 and 3) on the district, with GPY
differential method, Twelve mules distance from base line of ocean boundary is belong to province and 1/ 3 of
it belong to distréct, Characteristic of marine landform as cape, bay, estwaria, attended to International rades.

Final Report of the research were (1) ocean boundary map af Center Java Provinee, (2] the
location and hase/ reference points (orde 2 and 3] that couid be reference as a base point differential methad,

Key word: GPS Differential, ocean boundary

PENDAHULUAN 17 Agustus 1945, kewenangan wilayah
Latar Belakang Penelitian laut Indonesia adalah warisan dari

Kenka Indonesia memprokla- perundang-undangan pemernntah Hindia
masikan kemerdekaannya pada tanggal Belanda, yang dinamakan ‘“Territorial Zes
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en Maritieme Kringen Ordinnantie 1939"
(Ordonansi Laut Teritorial dan Ling-
kungan Maritim 1939) ( Rais, 2002).
Dalam ordonansi tersebut, tap pulau
dikeliling: oleh laut tentorial (laut wilayah)
selebar 3 mul laur, dimana negara mem-
punya kedaularan penuh dan selebihnya
adalah laut bebas. Batas 3 mil laut akan
sangat menyulitkan dalam mengelola
wilayah laut Indonesia sebagai negara
kepulauan dengan lebih dari 17.000
pulau apabila begitu banyak laut-laut
bebas diantara pulau-pulau tersebur
Oleh karena itu, Indonesia dibawsh
Perdana Menten Djoeanda, pada tanggal
13 Desember 1957 menyatakan bahwa
Indonesia adalah negara kepulauan
dengan semua laut diantara pulau-
pulaunya merupakan bagian yang tdak
terpisahkan dan daratannya dan menjadi
satu kesatuan wilayah nasional dan
menyatakan pula bahwa lebar laut
wilayah dimana negara mempunyai
kedaulatan penuh menjadi 12 mil laut.
United Nations Convention on The Law
of The Sea (UNCLOS) pada tahun 1982
telah memberikan pengakuan kepada
Indonesia sebagal negara kepulauan
dengan semua perairan/laut di antara
pulau-pulau menjadi laut/perairan
nasional, yang disebut dengan Perairan
Nusantara. UNCLOS juga mengu-
kuhkan lebar laut teritorial menjadi 12
mil laut. Dengan demikian batas laut
Indonesia adalah batas terluar yang
menghubungi dan semua pulau-pulau
terluar.

Undang-Undang No.22 Tahun
1999 tentang Pemedntah Daerah, Pasal 3
dan Pasal 10 ayat 3, menyatakan bahwa
kewenangan Provinsi di walayah laut adalah
selebar 12 mil laut diukur dart Gans Pantai
ke arah laut terbuka (ke arah laut teritorial)
dan ke arah laut kepulauan (perairan
Nusantara). Kewenangan Kabupaten/
Kota adalah sepertiganya dan kewenangan
Propinst. Batas laut selebar 12 mil laut
diukur dari Garis Pantai. Masalah ambul
menyangkut Gans Panta dan Titlk Dasar
yang mana yang dimaksud sebaga dasar
untuk menadk batas laut, karena pada
kenyataannya Gans Pantai itu bervanasi
mengikuti variasi antara pasang-surut
tertinggi dan terendah, dan berubah setiap
hari. Mengacu pada UNCLOS 1982, UU
Na.6/1996 tentang Perairan Indonesia dan
UU No.22/1999 tentang Pemerintah
Daerah, maka pengertian Garis Panta
adalah pans air surut terendah (low warer
Jimg) untuk menentukan lebar laut teritomal,
oleh karena itu dalam penentuan lebar laut
kewenangan daerah juga dipakai garis air
terendah yang ditentukan pada saat
pengukuran di lapangan. Sedangkan Titk
Dasar (atau Titk Pangkal/ base pon/) adalah
posisi yang dipilih di lapangan pada garis
air terendah di sekitar tempat-tempat yang
menyolok dan mudah terlihat seperu
tanjung dan pantai kering Tink Dasar ind
tidak perlu dipermanenkan di lapangan
karena pada saat pasang tinggpi titik ini akan
terbenam. Karena Titkk Dasar ini selalu
berada di bawah muka laut pada saat
pasang maka dipertukan suam Titk Acuan
yang permanen di darat, berupa pilar beton
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vang kokoh, tudak berobah tempat, di atas
mnah vang keras agar supaya tidak mudah
bergeser, untuk mengikatkan Titk Dasac
Titk Acuan atau Titk Dasar Teknik terdiri
dan Titik Dasar Teknik Orde 0, Orde 1,
Orde 2, Orde 3, Orde 4. Pemasangan Tink
Dasar Teknik Orde 0 dan Orde 1 menjadi
manggung jawab instansi Badan Koordinasi
Survel dan Pemetaan Nasional (BAKO-
SURTANAL), sedangkan Orde 2, Orde
3, dan Orde 4 menjadi tanggung jawab
mstansi Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Seluruh proses pengukuran dan pema-
sangan Titk Acuan atau Tink Dasar Teknik
mi langsung diukur dengan GPS dan
koordinat posisinya ditentukan terhadap
Damum Geodetik Nasional (DGN), yang
artinya Tittk Acuan diukur dan harus tertkat
dalam satuan sistemn jaringan Tink Kontrol
Honsontal secara nasional.

GPS adalah sistem radio navigasi
dan penentuan posisi dengan mengguna-
kan satelit GPS yang dimiliki dan dikelola
oleh Amerika Sertkar (Abidin, 2000).
Kelebihan yang cukup mendasar dan
metode penentuan posisi dengan GPS
adalah ndak diperlukannya titik target di
permukaan bumi yang saling dapat
diamati, hanya diperlukan keterlihatan
antara nuk target dengan satelit GPS.
Kelebihan seperti inilah yang sangat
diperlukan dan cocok sekali dalam
membantu pekerjaan penentuan batas
wilayah laut, dalam hal ini membantu
mengikatkan Titk Dasar pada garis air
rendah terhadap Titik Acuan yang
terletak di sekitar pantal, yang memang

pada kenyataannya di lapangan antara
kedua ntik ini tdak saling terlihat. Metode
yang dipakai adalah metode diferensial
vaitu metode untuk menentukan posisi
Tittk Dasar secara relauf terhadap Tink
Acuan yang telah dikerahui koordinamya,
dengan melakukan pengukuran posisi di
kedua titik tersebut pada saat yang
bersamaan. Pada metode diferensial ini,
dengan mengurangkan data yang diaman
oleh dua receiver (alat penenma) GPS pada
waktu yang bersamaan, maka kesalahan
dan bias dari data koordinat pada uuk
yang dicart koordinatnya dapat
dieliminasi atau direduksi terhadap nnk
tetap yang telah diketahui koordinamya.
Pengeliminasian dan pereduksian ini akan
meningkatkan akurasi dan presisi data,
yang selanjutnya akan meningkatkan
tingkat akurasi dan presisi dan posisi
yang diperoleh.

Tujuan dan penelitian ini adalah
membuat peta batas wilayah laut
Propinsi Jawa Tengah dengan menggu-
nakan surves GPS metode diferensial,

Tinjauan Pustaka
UNCLOS (1982) menyatakan
bahwa setiap negara berhak menetapkan

- lebar laut teritoralnya hingga suatu batas

yang tidak melebihi 12 mil laut dinkur
dari garis pangkal. Batas luar laut teri-
torialnya adalah garis yang jarak seuap
titiknya dari titk yang rerdekat garis
pangkal sama dengan lebar laut tenitorial.
Dari keterangan ini jelas bahwa
penetapan batas wilayah laut Daerah
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Provins: sejauh 12 mul laut secara yuridis
dapat dipertanggung jawabkan dan udak
melanggar hukum laut internasional,
Selanjutnya, oleh UNCLOS 1982 diatur
pula berbaga hal yang terkait dengan
cara dan teknis penetapan batas wilayah
laut suatu negara sepert: garis pangkal
normal, terumbu karang, garis pangkal
lurus, peraran pedalaman, mulut sungai,
teluk, pelabuhan, tempat berlabuh di tengah
laur, elevasi surut, kombinasi cara-cara
penetapan gars pangkal, penetapan garis
batas laut terrorial antara negara-negara
vang pantainya berhadapan atau berdam-
pingan, peta dan daftar koordinat geografis.
Unuk hal-hal yang terkait dengan Negara
Kepulauan, telah diatur mengenai gans
pangkal kepulavan, penguluran lebar laut
tentorial zona rambahan, zona ekonomi
eksklusif dan landas kontnen, serta
penetapan batas perairan pedalaman.

Rats (2002) mengemukakan
tentang definisi teluk (hay) berdasarkan

Tilik Masuk
Taluk

UNCLOS 1982 adalah lekukan ke arah
darat, dimana garis penutup teluk
maksimum 24 mil laut panjangnya dan
cakupan air dalam teluk sama atau lebih
luas dan laut yang dicakup oleh radius
penutup teluk sama. Sebaliknya, jika
cakupan oleh radius penurup teluk lebih
luas daripada air dalam reluk maka tidak
diberlakukan sebagai teluk, walaupun
mungkin sehan-han orang menyebutnya
“teluk”. Untuk penerapan Ul No.22
Tahun 1999 disepakatl bahwa panjang
gans penutup teluk maksimum 24 ml.
Dengan kata lain, jika garis penump teluk
lebih besar dari 24 mil, maka gans
penutup teluk tidak dapat ditetapkan
sebagai garis dasar untuk menentukan
batas wilayah laut. Unmuk jelasnya lihat
Gambar 1 dan Gambar 2.

Selanjutnya Rais mengemukakan
juga tentang penerapan Garis Dasar
Normal yaitu gans yang tegak lurus
pantai pada surut terendah. Gans dasar

S ™, Y Law water line

Gambar 1. Definisi Teluk Dipenuhi A7 < Ag
{Sumber: Rais, 2002)
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Gambar 2. Definisi Teluk Tidak Dipenuht Ay > Aq
(Sumber: Rais, 2002)

Gambar 3. Mencari Alternauf Garis Penutup Teluk dengan Memanfaatkan Pulau-pulau
dalam Teluk untuk Menarik Garis-garis Dasar dengan Maksimum Panjang 12 mil
(Sumber: Rais, 2002)
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normal dipakai jika garis dasar lurus dasar udak dapat mencapai 12 mil laut.
(ttraight base line, yaltu gans dasar yang Untuk jelasnya lihat Gambar 4.
menghubungkan tink-ttik menonjol di

pantar) sukar diterapkan, khususnya bagi Adakalanya perlu dilakukan
pulau-pulau kecil di mana jarak garis kombinasi antara garis lurus dan gans

pulau

Garis dasar pack rendah

'_"L__JL » Batas wilaych laut

berdasarkan garis normal

Gambar 4, Batas Lauat B'E.tdﬂf:ﬂ.:kaﬂ Gans Dasar Normal
{Sumber : Rais, 2002)

dasar normal, dimana pada tink tertenm tanjung atau ujung. Untuk jelasnya lihat
dan garis pantai kita tidak dapat lagi Gambar 5.

menarik garis dasar lurus sepern di

_ arig Pyes
a - #"E"’“";ﬁ‘_" Nnrmal Haseline
- b

.

Gambar 5. Garis Batas yang Ditarik dari Gabungan Garis Dasar
Lurus dan Garis Dasar Normal
(Sumber : Rais, 2002)
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Lebth lanjut dikemukakan oleh penarikan garis pangkal secara teorink
Rais, pada karanteristik pantai yang sama dengan penentuan di daerah teluk.
berbentuk muara sungai, maka cara Lihat Gambar 6.

garis. pa,ngp;a 1 tautan

garis penuius
' sungal

Gambar 6. Penarikan Garis Pangkal pada Muara Sungai dan Esroari

Sedangkan penarikan garis melebihi 100 mul laut, maka gans tersebut
pangkal pada gugusan kepulauan harus diubah hingga uap gugus
dilakukan dengan membuat garis hubung mempunyat garis pangkal yang
titk terhuar dari pulau satu dengan pulau panjangnya tidak lebih dan 100 mil laut.
lain, tetapi garis tersebut ndak boleh Lihat Gambar 7.
melebihi 100 mil laut. Bila garis tersebut

Gambar 7. Penentuan Garis Pangkal pada Gugus Kepulauan; Garis ngkﬂMﬂﬁﬁ;km
Garis Pangkal Lurus dan Jumlah a, b, ¢, dan d Tidak Boleh Lebih Dari 100 mul
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Abidin (2000) menyatakan
bahwa penenruan posisi dengan metode
diferensial pada prinsipnya adalah posist
suaru titik ditentukan relarif rerhadap titik
lainnya yang telsh diketahui kordinatnya.
Pada metode diferensial ini, dengan
mengurangkan data yang diaman oleh
dua recesver (alat penerima) GPS pada
waktu vang bersamaan, maka kesalahan
dan bias dan data koordinat pada unk

yang dicari koordinatnya dapat
dieliminasi atau direduksi terhadap otk
tetap vang telah diketahui koordinatnya.
Pengeliminasian dan pereduksian ini akan
meningkatkan akurasi dan presisi data,
vang selanjutnya akan meningkatkan
tingkat akurasi dan presisi dari posisi
vang diperoleh. Secara ilustratf metode
penentuan posisi i ditunjukkan sepern
dalam Gambar 8.

Satelit GPS

Gambar 8. Metode Penentuan Posisi Diferenstal (Sumber: Abidin, 2000)

METODE PENELITIAN
Peneliuan ini dilakukan dengan
survei lapangan dan kerja laboratorium
meliput pengolahan citra digital Landsat
TM 5 dan pengolahan data lapangan serta
pemetaan yang dilakukan secara digital.

Bahan-bahan yang digunakan
dalam penclitian ini meliputi Peta
Topografi Skala 1: 50.000 mencakup
seluruh Propinsi Jawa Tengah, Citra
Landsat TM 5, Data Titk Dasar Tekmk
Orde 2 dan Orde 3 BPN, Data Pasang

Surut dart Dishidros TINI-AL Tahun
2001 yang meliputi Pelabuhan Cilacap,
Semarang dan Pekalongan. Sedangkan
alat yang digunakan dalam penelitian ins
meliputi recerper (alat penerima) GPS
Garmin III Plus tipe navigasi, dan
komputer Notebook untuk mengolah data
koordinat GPS di lapangan, serta kamera
untuk merekam data karakteristik pantai
di lapangan.

Pemetaan batas wilayah laut

Propinsi Jawa Tengah yang dilakukan
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pada prinsipnya adalah menentukan: 1)
gans pangkal, 2) Titlk Dasar Teknik Orde
2 dan Orde 3 yang merupakan Titk yang
permanen di pantai, berupa pilar beton
vang kokoh, tidak berobah tempat, di
atas tanah yang keras agar supaya ndak
ambles, untuk mengikatkan Titk Dasar
atau Tink Pangkal, 3) Tiuk Dasar atau
Titik Pangkal vang merupakan posisi yang

dipilih di lapangan pada gars air rendah
di sekitar tempat-tempart vang menyolok
dan mudah terlihat seperti tanjung dan
pantai kenng, 4) Tink Batas di Laut yang
merupakan titik khayal vang posisinya
dinkur dan dihitung dan Tink Dasar.
Secara skematis posisi dari trik-rrik
tersebut dapat digambarkan sepern
terlihat pada Gambar 9.

(L1, B))

e

ek & T8
MAR |

Keterangan : .

MAT = Muka Air Tinggi, MAR = Muka Air Rendah,
TA = Titk Acuan (Tink Dasar Teknik), TD = Titnk Dasar, dan TB = Titik Batas

Gambar 9. Profil dan Posisi Tink-unk Acuan, Dasar, dan Batas (Sumber: Rais, 2002)

Penentuan Garis Pangkal
Penentuan Garis Pangkal
ditentukan melalui citra penginderaan
jauh, dalam hal ini adalah citra Landsat
TM pada band 5 dengan pertimbangan
bahwa batas gans pantainya jelas tampak
dan mudah ditelusur, disamping it citra
tersebut direkam pada jam 10.00 pagp

yang apabila dikaitkan dengan data
pasang surut dimana waktu surur
diperkirakan terjadi pada sekitar jam
10.00 pagi, maka dapat diasumsi-kan
bahwa garis pantai yang nampak pada
citrta merupakan ganis pangkal.
Pengolahan ettra Landsat TM ind
dilakukan secara digital sehingga
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diperoleh peta garis pantai Propinsi Jawa
Tengah yang dipakai sebagai peta dasar
dalam pembuatan Peta Batas Wilayah
Laut Propinsi Jawa Tengah.

Penentuan Titik Dasar Teknik (Titik
Acuan)

Titk Dasar Teknik adalah tdk
yang mempunyal koordinat yang
diperoleh dan suatu pengukuran dan
perhitungan dalam suatu sistem tertentu
vang berfungsi sebagai titik kontrol atau
ttik ikar untuk keperluan pengukuran dan
reknstruksi batas, Penentuan Tink Dasar
Teknik ini dilakukan dengan mem-
pertimbangkan ketersediaan data Orde
2 dan Orde 3 dari BPN, diusahakan ndk
yang terdekat dengan pantai, memenuhi
syarat scbagai base station, dan memper-
nmbangkan kemudahan dalam men-
capainya. Cara mencari Titkk Acuan ini
di lapangan adalah dengan menggunakan
petunjuk data dani BPN dibantu Peta
Topografi sebagai petunjuk jalan, serra
menggunakan receiver GPS dengan
mengaktifkan fungsi Go Te dan Message/
pesan (setelah sebelumnya memasukkan
secara manual data koordinar titik acuan
vang dicari tersebut dalam receiver GPS).

Penentuan Titik Dasar atau Titik
Pangkal

Proses penentuan Tituk Dasar
atau Tiuk Pangkal adalah dengan
menggunakan survei GP5 metode
diferensial dengan memperhatikan
kondisi di lapangan, yaitu diusahakan
pengukuran dilakukan pada saat surut

terendah (dengan melihat data perkiraan
pasang surut dar Dishidros TNIT-AL),
serta ditempat-tempat yang menyolok
dan mudsah rterlihat sepro ranjung atau
pantai kering. Secara lebih terperinci,
kegatan penentan Titik Dasar atau Tirk
Pangkal in1 melipun 4 wahap pekerjaan,
yaim:

a. Tahap Perencanaan
Pemilihan Lokars

Lokasi dipilih berdasarkan
kenampakan lokasi pada citra. Lokasi
tersebut meliputi kenampakan yang
cukup menonjol dan menjorok ke laut
{garis pangkal terjauh) pada setiap
kenampakan dan diusahakan setiap uuk
tersebut terdapat di senap kabupaten dan
kota. Sedangkan lokasi tink Orde 2 atau
Otrde 3 yang dipilih diusahakan vuk yang
terdekat dengan pantai, disamping itu
juga mempertimbangkan kemudahan
dalam mencapainya, dan memenuhi
syarat sebagai base rtation.

Pemiliban Waktu

Pada tahap ini dilakukan
perencanaan survei melipun pemilihan
waktu survei yang sesuai dengan mem-
pertimbangkan aspek satelit GPS aspek
keamanan di lapangan. Perencanaan
pemilihan waktu survei yang berkaitan
dengan aspek satelit dilakukan dengan
batuan perangkat lunak GPS yang -
menyediakan fasilitas almanak GPS,
sehingga informasi mengenai wakru
dimana jumlah satelit GPS yang
memenuhi syarat yang berada di atas
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harizon dan informasi mengenai DoP
(Dilution of Precirion) dapat ditentukan
dengan tepat, sehingga waktu survei
dapat direncanakan dengan opumal.
Pada tahap ini juga ditetapkan personel
vang terlibat beserta tugas dan tanggung-
jawabnya, penentuan data yang akan
dikumpulkan, pemilihan kendaraan, alat
komunikasi, penyiapan data pendukung
seperti peta lokasi survei, peta topograti
dan data titik dasar teknik BPN Orde 2
dan Orde 3, dan lain sebagainya.

b, Tahap Pengumpulan Data Lapangan

Pada tahap pengumpulan data
lapangan ini, kegiatan yang dilakukan
vaitu pengaturan (sel-up) receer GPS di
bare station yang harus dilakukan sebelum
pengamatan obyek dilakukan. Base stasion
vang digunakan adalah Titik Dasar
Teknik Orde 2 atau Orde 3 sebagai utik
kontrol horisontal dari BPN yang telah
diketahu koordinatnya dan memenuhi
syarat untuk dijadikan base rtation.
Fungsinya adalah untuk merekam data
dari satelit GPS pada epok yang
bersamaan saat pengamatan dilakukan
oleh recerver yang lainnya (sering disebut
rover). Setelah di lapangan (masuk daerah
survei), mulailah direkam semua data
yang dikumpulkan, Jika sampai pada
obyek atau fearure yang dianggap Titk
Dasar (Titik Pangkal) maka receiver rover
berhenn sejenak di obyek tersebut dan
merckam posisi selama kurang lebih 5
menit untuk merekam posisi absolut
pada lokasi tersebut secara rma/ fime per
detk, setelah itu bergerak lagi, demikian

seterusnya dilakukan pengamatan posisi
dengan GPS. Selain iru data atribut juga
dicatat dan kalau memungkinkan
dipotret atau direkam pambarnya sesual
dengan kebutuhan. Setelah semua data
selesai direkamn atau sudah lelah pada han
itu, maka pengamatan pada hari tersebut
dianggap selesai, selanjutnya recerver GPS
dimatkan dan kembali ke pe-nginapan.
Keseluruhan waktu yang diguna-kan
dalam pengumpulan dara di lapangan
adalah sekitar 1 bulan yaitu bulan
September-Oktober 2001.

c. Tahap Pengolahan Data

Pada tahap ini pertama kali yang
harus dilakukan adalah downlogd data
(rransfer data rekaman hasil pengarnatan
dari receiver GPS ke Aarddisk komputer),
dan ini harus dilakukan untuk keamanan
data dan untuk mengo-songkan kembali
memori recerver. Perangkat lunak (roffware)
GPS yang digunakan adalah MapSource
verss 3.02 yang sesuai dengan upe recerver
GPS yang digunakan di lapangan yaitu
GPS Garmin III plus tipe navigasi.
Perangkat Inak ini mempunyai kemam-
puan untuk mendmmbad seluruh data hasil
pengamatan GPS yang disimpan dalam
recesver (Titk Acuan dan rover), tetapi

terbatas untuk recefver merk Garmin,

Langkah selanjutnya adalah
dengan mencoba menampilkan data hasil
pengamatan dari recerver rover dan bage
station, kedua dataset recesver tersebut
kemudian disusun dengan perangkat
database untuk melengkapi semua data

Pemeiaan Batas Wilayah Laut Propinsi ... (Nurul Khakim, dkk.) 115




posisi absolut per detik secara rva/ time.
Kemudian dataset yang sudah lengkap

sgsual dengan rentang wakm pengukuran
dibandingkan sesuai waktu pengukuran

{real frme) untuk digunakan sebagai koreksi
diferensial (differential correcion) dengan data
posisi referensi.

d. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini data koordinat
hasil perhirungan dengan metode
diferensial GPS (DGPS) tersebut
selanjutnya dikonversikan sesuai dengan
format data spasial yang digunakan yairu
ke format ArcView untuk pemetaan dan
disajikan dalam bentuk unsur peta “tink”
pada peta dasar yang telah dipersiapkan
sebelumnya, untuk kemudian dan aok-
utik koordinat yang merupakan pencer-
minan Tiok Dasar dilapangan dilakukan
penarikan sepanjang 12 mil laut menjadi
Peta Baras Wilayah Laut Propinsi Jawa
Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

1. Pera Batas Wilayah Laut Propinsi
Jawa Tengah skala 1 : 2.000.000 dan,

2. Tabel Lokasi dan Koordinat Titik
Dasar Teknik (Orde 2 dan Orde 3)
yvang dijadikan acuan penarikan Titk
Pangkal menggunakan metode
perhitungan secara diferensial serta
Data Koordinat Tink Dasar atau Tink

Pangkal Hasil Pengulkuran Lapangan.

Hasil in1 dapat dilihat pada
Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Pembahasan

Penggunaan citra satelit Landsat
TM pada band 5 dalam penenman Garis
Pangkal atau Gans Pantai dapat ditertma
karena proveksi citra telah mempunyai
sistem proyekst UTM dan secara regional
telah dilakukan koreksi geomerrik.
Proyeksi UTM adalah proyeksi terbak
untuk daerah ekuator seperti Indonesia
karena menggunakan bidang silinder
sebaga bidang proyeksi dimana daerah
ekuator adalah daerah yang paling
bersinggungan dengan bidang silinder
tersebut, sehingga kesalahan (distors) yang
terjadi adalah paling kecil. Kedudukan garis
pangkal pada citra dapat digunakan
karena pada jam 09.40 kedudukan air laut
mendekati keadaan surut rerendah.
Pengamatan yang dilakukan di Pantai
Utara Jawa Tengah pada Tanggal 25
Oktober 2001, menunjukkan surut
terendah pada jam 11 siang dan aitra di-
rekam pada jam 10 pagi dan ini menun-
jukkan posisi garis pantai pada citra
mendekan lokasi garis surut terendah.
Kedudukan garis pangkal pada citra
mengalami penyimangan kurang dari 4/
5 milimeter, karena jarak pasang dan surut
sekitar 200 meter dan kondisi air pada saat
perekaman diantara pasang dan surur,
sehingga perbedaan letak pada peta lebih
kecil dari 4/5 milimeter dan hal ini
penentuan garis pangkal pada citra dapat

ditenima.
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Penggunaan survel GPS metode
diferensial telah membernkan data yang
cukup teliti karena penyimpangan yang
terjaci relatif kecil yaitu sekitar kurang
lebth 3 meter, dan mendasarkan pula
pada peta hasil vang dicetak pada skala
1: 2000.000, maka angka penyimpangan
it dapat diterima.

Pembahasan terhadap peta yang
dihasilkan, nampak sekali bahwa
penarikan batas wilayah laut propinsi
selebar 12 mil laut sangat memperhatikan
karaketrisuk bentuk pantainya. Antara
pantai utara dan pantai selatan Propinsi
Jawa Tengah mempunyai bentuk pantai
vang relatif berbeda. Hal ini disebabkan
karena kondisi pesisir suatu wilayah
sangat dipengaruhi oleh struktur geologi
vang dicirikan oleh topografi yang
membentuk tipe-tipe kenampakan
tersebut. Wilayah pesisir yang berhu-
bungan dengan tepi benua yang meluas
(trarling edge) mempunyai konfigurasi yang
landai dan meluas. Ke arah darat dari
garis pantal terbentang ekosistem payau
vang landai dan ke arah laut terdapart
paparan benua yang luas. Wilayah pantai
seperti ini merupakan ciri khas dar pantai
Utara Jawa (termasuk Jawa Tengah),
disamping pantai Barat Sumatera dan
Kalimantan.Bagi wilayah pantai yang
berhubungan dengan tepi benua patahan
atau tubrukan (eollision edpe), dataran
pesisienya sempit, curam dan berbukit-
bukit, sementara jangkauan paparan
benuanya ke arah laut juga sempit. Panta
selatan Jawa (termasuk Jawa Tengah)

dan Panta Timur Sumatera mempunyai
wilayah pesisir yang demikian. Perhatan
khusus perlu diberikan pada penarikan
batas wilayah laut pada pantai Semarang,
meskipun udak dikenal “Teluk Sema-
tang” tetapi pada saat dilakukan
pengukuran secara digital, lokasi tersebut
memenuhi persaratan untuk ditetapkan
sebagal teluk (bay) menurur aturan
internasional, maka penarikan garis batas
wilayah lautnya ditentukan dan Gans
Pangkal yang ditanik dari dua ntk terluar
dan teluk tersebut (lihar pera).

KESIMPULAN

1. Citra satelit Landsat TM dapat
digunakan untuk penentuan garis

pangkal dalam pemetaan batas
wilayah laue.

2. Perkembangan teknolog: peng-
ukuran/pemetaan sepern GPS yang
berbasiskan satelit dan perkem-
bangan teknologt komputer (baik
hardware maupun software)
ternyata telah memberikan efek
perubahan metodologi yang cukup
besar bagi keperluan pemetaan suaru
daerah. Sistem survei cepat dengan
GPS mengpunakan metode
diferensial merupakan salah satu
sistem yang sangat cocok untuk
diterapkan di bidang kegiatan
pemetaan batas wilayah laut. Dan
segi keteliian data yang diberikan
adalah cukup telid dalam kegiatan

ini. Penggunaan metode penga-
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matan dan pemilihan receiver GPS Peneliian Konsep Peta Batas Wilayah
yang sesuai juga membantu dalam Laut Propinsi Jawa Tengah, yang
‘peningkatan ketelitian yang merupakan kerjasama Bappeda Propinsi
dihasilkan, Dan seg waki jelas lebih Jawa Tengah dan Puspics Fakultas

unggul dibandingkan dengan Geografi UGM, yaitu Dr. Totok
kegiatan pemetaan konvensional. Gunawan, M.S,, Ir. Ans Sunantyo, M.5c,
Sujito, SH., Dra. Valenuna Arminah,
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Ucapan terima kasih kami Damanarko (asisten) atas kerjasama yang
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